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BUPATI MAHAKAM ULU 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2021 - 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAHAKAM ULU, 

 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat diubah apabila 

berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai 

dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap 

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, 

perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah 

diatur dengan peraturan daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan  

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026; 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi 

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5395); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

SALINAN 
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856);   

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 

Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Mahakam Ulu Nomor 02); 

   

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU 

dan 

BUPATI MAHAKAM ULU 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

TAHUN 2021 – 2026. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor  02, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. 

2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam 

Ulu. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 

adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiuan dan 

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappelitbangda adalah lembaga teknis yang 

melaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

di bidang perencanaan pembangunan serta 

pengembangan daerah yang menjadi kewenangan 

daerah. 

7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang 

dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh 

seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi 

dan misi daerah. 

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi; 

10. Strategi adalah langkah berisikan program-program 

sebagai prioritas Pembangunan Daerah/PD untuk 

mencapai sasaran; 

11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 

Daerah/PD yang dilaksanakan secara bertahap 

sebagai penjabaran strategi; 

12. Program adalah penjabaran kebijakan PD 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih 

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan tugas dan fungsi.  

 

 

13. Rencana Strategis PD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 

2021 – 2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokuemn perencanaan PD untuk periode 5 

(lima) tahun; 
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14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun.  

 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

 

(1) RPJMD Tahun 2021 - 2026 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN memuat latar belakang, 

dasar hukum penyusunan, hubungan 

antar dokumen, maksud dan tujuan, dan 

sitematika penulisan; 

BAB II :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

memuat aspek geografi dan demografi, 

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek 

pelayanan umum dan aspek daya saing 

daerah. 

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

memuat realisasi kinerja keuangan masa 

lalu, kebijakan pengelolaan keuangan 

masa lalu dan kerangka pendanaan. 

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

DAERAH memuat analisis permasalahan 

pembangunan dan isu strategis 

pembangunan daerah 5 (lima) tahun 

kedepan. 

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. 

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

memuat strategi, arah kebijakan dan 

program Pembangunan Daerah dalam 

rangka mencapai tujuan dan sasaran 

RPJMD dengan efektif dan efisien. 

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN 

PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PD 

memuat program prioritas dalam 

pencapaian visi dan misi serta seluruh 

program yang dirumuskan dalam renstra 

Perangkat Daerah besertaindikator 

kinerja, pagu indikatif target, Perangkat 

Daerah penanggung jawab berdasarkan 

bidang urusan. 

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH; memuat 

kuran keberhasilan pencapaian visi dan 
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misi, dari sisi keberhasilan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

khususnya dalam memenuhi kinerja pada 

aspek kesejahteraan, pelayanan, dan daya 

saing melalui indikator kinerja 

BAB IX : PENUTUP memuat harapan pencapaian 

dari dokumen RPJMD yang telah 

ditetapkan. 

 

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(3) Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 7 

 

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan 

tahapan dan tata cara penyusunan rencana 

pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

c. terjadinya perubahan yang mendasar, mencakup 

antara lain terjadinya: bencana alam, goncangan 

politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 

gangguan keamanan, pemekaran daerah dan 

perubahan kebijakan nasional; dan/atau 

d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila 

bertentangan dengan kebijakan nasional. 

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Daerah. 

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD. 

(4) Pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam 

perubahan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 

2026. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 

 

Ditetapkan di Ujoh Bilang 
pada tanggal 22 April 2024 

 
BUPATI MAHAKAM ULU, 

                                                                          ttd. 

 

                                                         BONIFASIUS BELAWAN GEH 

  

 

Diundangkan di Ujoh Bilang 
pada tanggal 22 April 2024   
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, 
 

              ttd. 

 

STEPHANUS MADANG 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 001 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 64.11/38 /1/2024 
  

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
    Kepala Bagian Hukum, 

 
 
 
 
ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum 
 NIP. 19820402 201001 1 016 
 
 

 

 


